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Indonesia as a maritime country in the Southeast Asian region is faced with a case of piracy in the 
South China Sea that has a serious impact. Piracy interferes with incoming trade access and 
threatens the safety and security of both citizens and passing merchant ships. Increasingly, piracy 
carries out kidnapping, smuggling and murder activities, involving countries and the international 
community. Even though Indonesia is a non-climant state, it still needs a role in suppressing 
transnational crime activities based on Indonesia's responsibility to create peace in accordance with 
the mandate of the constitution. The focus of this paper is to examine piracy in the South China Sea 
which has an effect on maritime security and trade routes. This study uses descriptive methods to 
explain the efforts of the Indonesian government in overcoming these problems. With strict 
government regulation and TNI involvement in investigating maritime piracy cases in Indonesia, 
this will certainly be an effective way. 
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Indonesia sebagai negara maritim di wilayah Asia Tenggara dihadapkan dengan adanya kasus 
pembajakan di Laut China Selatan yang membawa dampak serius. Pembajakan mengganggu akses 
perdagangan yang masuk serta mengancam keselamatan dan keamanan, baik warga maupun 
kapal dagang yang melintas. Semakin meluas, pembajakan mengusung kegiatan penculikan, 
penyelundupan, dan pembunuhan, melibatkan negara-negara dan komunitas internasional. 
Meskipun Indonesia adalah non-climant state, tetap diperlukan adanya peran dalam menekan 
aktivitas kejahatan transnasional yang didasarkan pada tanggung jawab Indonesia untuk 
menciptakan perdamaian sesuai amanat konstitusi. Fokus penulisan ini adalah untuk mengkaji 
pembajakan di laut cina selatan yang berpengaruh terhadap keamanan maritime dan jalur 
perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menjelaskan upaya 
pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemasalahan tersebut berdasar peraturan yang berlaku. 
Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang tegas dan keterlibatan TNI dalam penyelidikan 
kasus pembajakan laut di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi cara yang efektif. 
 






Sejak berakhirnya Perang Dunia dan ditutup dengan Perang Dingin, masalah perdamaian 
dan keamanan menjadi lebih kompleks dan bermanuver arahnya (Mack 1994). Hal ini 
sejalan dengan apa yang terjadi di Asia Tenggara dimana kawasan tersebut dihuni oleh 
banyak negara dengan kepentingannya masing-masing serta menjadi salah satu jalur 
perdagangan maritim yang ramai di dunia. Oleh karena itu, negara yang berada di ruang 
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lingkup perlu melakukan pengamanan guna menjaga keamanan yang dapat menjamin 
lancarnya perekonomian 
 
Konsep keamanan telah berkembang seiring dengan berubahnya kepentingan dan dinamika 
politik. Konsep ini diperluas tidak hanya pada hal yang bersifat militeristik, namun telah 
berkembang mengarah kepada aspek yang lebih dalam seperti hak asasi manusia, 
enviromental security, hingga kepada pemberantasan kejahatan transnasional (Ho 2000). 
Dengan adanya perluasan makna tentang konsep keamanan, diharapkan negara menjadi 
sadar bahwa ancaman bisa datang darimana saja dan diperlukan adanya tindakan yang 
berbeda untuk menyelesaikannya. 
 
Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini 
mencakup Indochina dan semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Dengan 
perbandingan luas daratan dan lautannya sebesar 4.817.000 km² dan 5.060.100 km² 
menjadikan kawasan Asia Tenggara diisi dengan negara maritim. Letak geografis kawasan 
Asia Tenggara yang strategis, yaitu silang dengan Benua Asia dan Benua Australia, serta 
diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menyebabkan perairan ini menjadi jalur 
lalu lintas laut yang padat. Salah satu laut yang menjadi jalur perdagangan yang 
menghubungkan banyak negara adalah Laut China Selatan. Laut ini merupakan bagian dari 
Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat 
Taiwan dengan luas kurang lebih 3,5 juta km². 
  
Kawasan Laut China Selatan memiliki arti penting yaitu posisinya yang strategis, segi 
ekonomi maupun politik. Secara geografis, Laut China Selatan dikelilingi oleh 10 (sepuluh) 
negara pantai yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, 
Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina. Luas perairan Laut China Selatan mencakup 
Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang 
dibatasi Vietnam dan Tiongkok. Kawasan Laut China Selatan adalah kawasan yang bernilai 
ekonomis, politis dan strategis sebagai jalur perdagangan (Sea Lines of Trade) dan jalur 
komunikasi internasional (Sea Lines of Communication) yang menghubungkan Samudera 
Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini membuat jalur Laut China Selatan menjadi jalur 
tersibuk di dunia karena lebih dari setengah perdagangan dunia melewati kawasan tersebut. 
(Wiranto 2016) 
 
Namun, seperti sebagian besar laut di dunia, jalur perdagangan maritim tidak terlepas dari 
adanya ancaman keamanan non-tradisional, yaitu perompakan atau piracy. Fakta geografi 
Asia Tenggara yang terdiri dari ribuan pulau, selat-selat sempit, dan adanya daerah yang 
terlepas dari pengawasan negara sekitar menjadi salah satu alasan mengapa pembajakan di 
Asia Tenggara, terutama Laut China Selatan marak terjadi. Para pembajak seperti kelompok 
Abu Sayyaf yag berdomisili di Filipina melakukan pembajakan dengan cara mengambil 
sebagian barang bawaan kapal dan melakukan penyanderaan lalu meminta tebusan, baik 
kepada keluarga, perusahaan, maupun negara korban penyanderaan itu berasal jika ingin 
dibebaskan. Dalam hal ini, kegiatan kelompok pembajak tersebut merupakan sumber 
pendanaan kelompok mereka. Semakin besar biaya sandera maupun nilai barang bawaan 
kapal, semakin banyak pula pendanaan mereka yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan kelompok mereka seperti senjata.  
 
Transportasi laut merupakan salah satu angkutan yang sangat diperlukan untuk mendukung 
perdagangan dan ekonomi global. Bukan hal baru lagi jika kapal menjadi andalan utama 
transportasi yang sangat penting bagi jalur laut. Prosesi perdagangan melalui laut juga 
memiliki kelebihan; pertama, efisiensi barang angkutan dalam jumlah banyak; kedua, terus 
berkembangnya upaya pengamanan kapal sehingga kapal yang berlintas merasa aman; 
ketiga, lebih ramah lingkungan dimana regulasinya semakin ketat dalam mengatur 
pencemaran dan pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. Perdagangan melalui 
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jalur laut juga mengambil alih volume perdagangan internasional sebesar 70%. Dari volume 
tersebut, 60 persen dari perdagangan maritim melewati jalur Asia, dengan Laut China 
Selatan menampung volume hingga satu per tiga dari perdagangan internasional (UNCTD, 
2016). Oleh karena itu, maritime security perlu ditangguhkan guna menjaga keamanan jalur 





Untuk menganalisis Upaya Pemerintah Indonesia untuk Mengatasi Pembajakan di Laut 
China Selatan, peneliti menggunkaan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian 
hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi 
dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian jenis normatif ini 
menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan dan mengolah data yang ada 
tidak melalui angka, namun melalui pernyataan-pernyataan.  
 
Untuk mendukung penjelasan yang akan disampaikan, peneliti memberikan dukungan 
sumber berupa yurisdiksi kriminal di wilayah laut, baik yurisdiksi yang ada di Indonesia 
maupun organisasi internasional yang turut serta menekan maraknya tindakan perompakan 
di teritori Laut China Selatan. Dasar hukum negara Indonesia dalam melakukan 
pemberantasan pembajakan di teritori laut didasarkan pada delik-delik KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan “kejahatan pelayaran”. Daintara 
dasar-dasar hukumnya berdasarkan KUHP adalah pasal 438 KUHP mengenai pembajakan 
di laut dan pasal 439 KUHP mengenai pembajakan di tepi laut. Pasal ini dielaborasi dengan 
intervensi TNI AL dalam menanggapi kasus pembajakan di teritori laut. Hal ini didasarkan 
pada UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan sebagai alat Negara 
dibidang Pertahanan Negara Matra Laut, sedangkan pada pasal 9 dalam UU Nomor  34 
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditegaskan juga salah satu tugas TNI 
AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional 
sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 
Kewajiban TNI AL juga ditegaskan dengan kewenangan TNI AL dalam Pasal 17 PP 27 tahun 
tentang Pelaksanaan KUHAP yang secara tegas mengatur wewenang penyidikan tindak 
pidana tertentu dan secara eksplisit menegaskan penyidikan di Perairan Indonesia, Landas 






Perompakan Sebagai Kejahatan Transnasional 
 
Perompakan merupakan salah satu ancaman dari perdagangan melalui jalur laut. Istilah 
perompakan laut juga biasa dikenal dengan “piracy” memiliki pengertian yang beragam. 
Dalam kamus Merriam-Webster, piracy atau perompakan laut adalah suatu tindakan 
kriminal perompakan di laut bebas atau perilaku kriminal yang menyerupai perompakan di 
laut bebas (Merriam-Webster, 2017). Sementara itu, menurut IMB (International Maritime 
Bureau) perompakan laut atau piracy diartikan sebagai “The act of boarding any vessel 
with the intent or capability to use force in the furtherance thereof” (IMB, 2016). Kemudian 
untuk definisi tentang perompakan laut yang mengacu pada UNCLOS 1982 yaitu terdapat 
pada pasal 101 (UNCLOS), yaitu perompakan laut atau piracy terdiri atas beberapa tindakan 
sebagai berikut:  
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1) Setiap perbuatan dengan kekerasan secara tidak sah atau penahanan atau setiap 
perbuatan yang merusak yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang berharga 
milik orang secara tidak sah yang dilakukan oleh penumpang dari suatu kapal dan 
dilakukan:  
a) Di laut bebas terhadap kapal lainnya atau terhadap seseorang atau barang 
berharga yang ada diatas kapal. 
b) Terhadap suatu kapal, seseorang atau barang berharga di luar jurisdiksi dari 
suatu negara tertentu.  
2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara sukarela dalam suatu operasi dari kapal yang 
diketahui perilaku secara nyata sebagai kapal perompak. 
 3) Setiap perbuatan yang mendorong atau menfasilitasi suatu perbuatan melawan hukum 
suatu negara sebagai tersebut dalam item 1 atau 2 di atas 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur esensial dari kejahatan pembajakan adalah : (1) 
Pembajakan harus menggunakan suatu kapal untuk membajak kapal lain. Hal ini untuk 
membedakan dengan tindakan pemberontakan anak buah kapal terhadap kapalnya sendiri; 
(2) Locus delictinya dilakukan di laut lepas. Di samping itu rumusan tersebut diatas ternyata 
lebih luas cakupannya dibandingkan dengan definisi yang telah dikemukakan secara teoritis 
tersebut. Hal itu disebabkan rumusan dalam konvensi ini melibatkan juga pesawat udara 
dan memasukkan delik penyertaan serta delik pembantuan.  
 
Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan transnasional dan dianggap sebagai 
musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa 
memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas memang bersifat “crimes of universal 
interest (kejahatan kepentingan yang universal)”, sehingga setiap negara dapat menahan 
perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah 
negara lain yaitu di Laut Lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan 
ketentuan-ketentuan hukumnya. Kejahatan transnasional atau transnational crime adalah 
kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bersatu dan terkoordinir untuk 
melakukan tindkaan kejahatan pada waktu tertentu yang sifatnya rapi, terstruktur, 
terorganisir, dan dilakukan dalam skala internasional atau lintas negara untuk mendapatkan 
keuntungan dari korban kejahatannya.  
 
 





Kawasan Laut China Selatan merupakan laut semi tertutup (semi-enclosed sea) yakni 
perairan yang mempertemukan Samudera Pasifik dan Hindia. Kawasan tersebut memiliki 
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luas 3,5 juta kilometer persegi, luas tersebut 39% dari total luas wilayah Asia tenggara yang 
berjumlah 8,9 juta kilometer persegi (Akmal 2015). Di sisi lain Lautan ini merupakan bagian 
dari Samudera Pasifik yang membentang dari selat Taiwan sampai dengan selat Malaka 
kemudian dikelilingi oleh Negara-negara di Asia Tenggara. Dalam konteks geografis 
Kawasan Laut China Selatan memiliki batas 3° LS antara Kalimantan (Selat Karimata) dan 
Sumatra Selatan. Menurut ukuranya Kawasan tersebut merupakan perairan terluas kedua 
setelah kelima Samudera (Hindia, Pasifik, Arktik, Atlantik dan Antarktika). Laut China 
Sekatan dengan posisinya yang luas dan strategis menjadi penghubung jalur perdagangan 
menuju Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Samudera Hindia, bahkan 
menjadi jalur perdagangan tersibuk dibandingkan dengan Terusan Panama dan Terusan 
Seuz. 
 
Laut China Selatan terdiri atas daratan dan perairan yang membentuk gugusan atau 
rangkaian pulau-pulau. Kawasan ini terdiri lebih dari 250 pulau-pulau kecil seperti Pulau 
Triton, Pulau Namyit, Pulau Taiping, dan lain-lain. Namun, yang menjadi identitas 
kepulauan di Kawasan tersebut adalah adanya gugusan dua kepulauan besar, yaitu Spratly 
dan Paracel serta bantaran sungai Macclesfield dan karang Scarborough yang dimulai dari 
Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Beberapa pulau di Laut China Selatan menjadi 
sengketa atau perebutan oleh negara-negara mengenai hak kepemilikan. Sengketa tersebut 
diantaranya terjadi dengan Kepulauan Paracel yang diklaim oleh tiga negara, yaitu China, 
Taiwan, dan Vietnam. Sedangkan Kepulauan Spratly diperebutkan oleh banyak negara 
diantaranya China, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Negara-
negara ini tentu memperebutkan pulau-pulau di Laut China Selatan bukan tanpa alasan. 
Yang menjadi pertimbangan negara-negara tersebut adalah kekayaan sumber daya yang di 
miliki pulau-pulau di Laut China Selatan serta strategisnya teritori ini sebagai jalur 
perdagangan melalui laut. 
 
U.S. Energy Information Administration (EIA) memperkirakan Laut China Selatan secara 
keseluruhan mempunyai kandungan minyak sebesar 11 milyar barel dan kayak akan gas 
alam mencapai 190 trilyun kaki kubik (Tcf sebagai satuan kaki kubik) dan hidrokarbon 
sebagai cadangan energi untuk kehidupan sehari-hari seperti bahan bakar kendaran 
bermotor, aspal, bahan bakar pesawat, dan lain-lain. Terkait dua pulau besar utama yaitu 
Kepulauan Spratly (Spratly Islands) dan Kepulauan Paracel (Paracel Islands) diduga kuat 
mengandung cadangan mineral sebesar 2,5 milyar barel dan 25,5 Tcf gas alam yang belum 
dilakukan adanya pengumpulan sumber daya (U.S. Energy Informastion Administration, 
2013). Namun menurut Ma (2006), Pemerintah China sendiri melakukan klaim bahwa 
potensi minyak di Laut China Selatan sebesar 17 milyar ton yang berarti jumlahnya lebih 
besar daripada potensi minyak yang ada di Kuwait, yaitu sekitar 13 milyar ton. Selain itu,  
kawasan Laut China Selatan memiliki potensi kekayaan alam hayati berupa ikan. Kawasan 
ini menjadi salah satu perairan dengan sumber daya perikanan terkaya di dunia dengan 
berbagai jenis ikan yang bisa dijadikan sebagai sumber daya, baik kepada warga negara yang 
ada disekitarnya maupun dijadikan barang eksport. World Wildlife Fund, Resource Scarcity 
in the South China Sea menegaskan bahwa Kawasan tersebut telah menyediakan kebutuhan 
pangan akan sumber daya alam hayati berupa ikan sekitar sepuluh persen secara global 
(David 2015). Data lain dari United Nations Environment Programme (UNEP) 
memperkirakan terdapat kekayaan sumber daya alam hayati berupa rumput laut seluas 
73.000 (tujuh pukuh tiga ribu) hektar. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Laut 
China Selatan merupakan laut yang kaya akan potensi sumber daya alamnya berupa hayati 
dan non-hayati sehingga kawasan ini menjadi penting keberadaanya bagi perdagangan di 
dunia. 
 
Potensi dari Laut China Selatan tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, namun 
pada posisinya yang strategis. Posisinya yang diapit oleh sepuluh negara di Asia Tenggara 
dan menghubungkan dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik menjadikan kawasan ini salah 
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satu jalur perdagangan laut teramai di dunia dikarenakan aksesnya yang bisa dilalui dari 
segala arah. Aktivitas pelayaran baik berupa navigasi maupun perdagangan internasional 
yang melewati Kawasan ini setiap tahunnya mencapai hampir empat puluh ribu kapal. 
Kapal-kapal yang berlabuh di Laut China Selatan terdiri atas kapal tanker minyak, kapal 
kontainer, kapal barang (cargo ship) dan beberapa kapal perang atau war ship yang berjaga 
di sekitaran pulau di Kawasan tersebut. Pada tahun 2013, aktivitas eksport yang melalui 
jalur Laut China Selatan mencapai 3,6 triliun dollar dengan China sebagai negara dengan 
nilai ekspor tertinggi yaitu 815 juta dollar. Di tahun yang sama, nilai import melalui 
Kawasan ini sebesar 3,6 trilliun dollar dengan China sebagai negara dengan nilai import 
tertinggi yaitu 787 juta dollar atau dua puluh dua persen dari total import melalui Laut 
China Selatan. Sebagai jalur perdagangan laut yang vital, diperkirakan aktivitas perdagangan 
yang melewati Kawasan ini bernilai 5,3 trilyun dollar (Chinapower 2016). Kawasan ini 
sangat strategis dari segi geografis untuk perdagangan. Salah satu penyebab Kawasan ini 
manjadi ramai adalah adanya Selat Malaka yang menjadi pintu masuk kapal dagang dari 
Eropa, Afrika, dan lain-lain dan penghubung dengan laut Hindia. Setiap harinya 
diestimasikan 200 kapal melewati jalur ini dan menjadi jalur trasnportasi bagi sepertiga 
barang yang diperdagangkan diseluruh dunia (Gilmartin, 2008). 
 
Kasus Pembajakan di Laut China Selatan 
 
Asia Tenggara merupakan kawasan yang rawan akan pembajakan di teritori laut. Banyak 
pihak yang menyangka bahwa Somalia menjadi tempat pembajakan laut dengan jumlah 
yang masif. Namun, kenyataannya empat puluh satu persen akitivitas serangan bajak laut 
yang terjadi di dunia antara 1995 sampai 2013 terjadi di Asia Tenggara, sedangkan Somalia 
yang posisinya berada di Laut Hindia Barat hanya menyumbangkan 28% aktivitas bajak laut 
dunia, sedangkan Pantai Afrika hanya 18%. Sepanjang kurun waktu 18 tahun itu, stidaknya 
terdapat 136 anak buah kapal (ABK) meninggal dunia setelah bajak laut mendatangi dan 
malancarkan gelagat pembajakannya (Tony 2017).  
 
Kasus pembajakan di teritori Laut China Selatan, khususnya Asia Tenggara sudah 
berlangsung sejak lama. Catatan Faxian (Fa-Hsien) yang ditulis pada tahun 413-414 masehi 
menyatakan bahwa “Laut Asia Tenggara dipenuhi dengan bajak laut” dalam perjalan 
pulangnya dari India (Lapian 2009). Catatan Faxian menjadi berita tertua tentang bajak laut 
yang ada di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, perompakan di Asia Tenggara di riwayatkan 
terjadi pada tahun 1500-an sebagai tanggapan dari Dinasti Ming yang mengontrol penuh 
perjalanan lokal dan asing, serta pengontrolan perdagangan yang terlalu ketat. Pada 
puncaknya  terdapat 70.000 perompak Cina yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara dan 
munculnya pasar gelap sebagai solusi penduduk setempat untuk mendapatkan barang yang 
lebih murah dan solusi bagi pedagang asing untuk menghindari pajak (OBP). Pembajakan 
laut telah mengalami modernisasi baik dari sisi definisi maupun aktivitas kejahatannya. 
Aktivitas pembajakan atau piracy dapat bercabang ke banyak aktivitas kejahatan lainnya 
seperti penyelundupan narkoba, penyanderaan, bahkan pembunuhan. 
 
Ada beberapa penyebab mengapa teritori laut di Asia Tenggara, terutama Laut China Selatan 
memiliki tingkat pembajakan yang tinggi dibandingkan laut-laut lainnya di dunia. Alasan 
tersebut kita bisa tinjau dari pertumbuhan volume perdagangan, faktor ekonomi, kelompok 
kejahatan yang terorganisir, serta faktor geografi (David 2009). 
 
Pertama, semakin tinggi perkembangannya arus perdagangan di Laut China Selatan, maka 
akan semakin tinggi peluang untuk terjadinya pembajakan. Para perompakan akan 
memanfaatkan perkembangan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Cepatnya 
aktivitas perdagangan akan memudahkan aksi para perompak untuk membajak kapal 
kontiner ataupun kapal kargo yang melintas. Mereka akan melakukan penyadapan terhadap 
kapal yang telah direncanakan lalu bisa lolos dengan mudah dikarenakan banyaknya kapal 
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yang melintas sehingga menyulitkan pihak pelabuhan untuk mendeteksi pembajakan serta 
mendeteksi kapal kargo yang legal maupun illegal. Salah satu contohnya adalah yang terjadi 
di Selat Malaka pada Agustus 2013. Perusahaan Thailand pemilik kapal Orapin 4 yang 
tercatat telah menjadi korban perompakan oleh sepuluh orang bersenjatakan senapan dan 
parang yang melompat menuju geladak kapal tanker Orapin 4. Akibat dari pembajakan 
tersebut para kawanan perompak berhasil mencuri lebih dari 3.700 metrik ton bahan bakar 
dengan nilai kerugian minyak yang terhitung setara dengan 1,9 juta dollar (Tony 2017). 
 
Kedua, Mark Valencia dalam “The Politics of Anti-piracy and Anti-terrorism responses” 
menjelaskan bahwa mayoritas aktor perompakan dikendalikan oleh kemiskinan. Hal ini 
terjadi pada sasaran rentan seperti nelayan dan pedagang lokal yang akhirnya menjadi 
pembajak kelas bawah (Adam 2007). Akhirnya, mereka menjadikan aktivitas pembajakan 
pada kapal-kapal dagang sebagai komoditas untuk memnuhi kebutuhan mereka sehari-hari 
terutama di daerah pesisir pantai. Tekanan ekonomi tersebut akan membuat mereka 
melakukan kejahatan transnasional tersebut atau rentan direkrut oleh organisasi kriminal. 
International Maritime bureau (IMB) dalam laporannya pada 14 Januari 2013 melaporkan 
terdapat 12 kapal dan 304 awak kapal disandera. Angkanya terus meningkat menjadi 21 
kapal dibajak dan 442 awak kapal disandera. 
 
Ketiga, aktivitas kejahatan transnasional berupa perompakan dapat dilakukan oleh 
kelompok kriminal yang terorganisir. Dalam ruang lingkup Asia Tenggara, kelompok 
perompak yang menjadi sorotan beberapa tahun terakhir adalah kelompok Abu Sayyaf 
Group (ASG). Abu Sayyaf Group (ASG) sejatinya adalah seorang mujahidin di Afghanistan 
yang berperang melawan Uni Soviet pada era 1980-an. Abu Sayyaf, yang berarti bapak ahli 
pedang dalam bahasa Arab, memiliki banyak anak buah dalam pertempuran tersebut. 
Belakangan, nama Abu Sayyaf dipinjam sekelompok orang saat mereka memisahkan diri 
dari kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di Filipina pada 1991. 
Kelompok ini tidak hanya ingin mewujudkan Mindanao yang merdeka, tapi juga negara 
Islam di kawasan tersebut. Sejak itu, Abu Sayyaf gencar memperjuangkan tujuan itu dengan 
memerangi aparat Filipina. Mereka beroperasi di wilayah barat Mindanao, terutama di 
Provinsi Basilan, Sulu, dan Tawi-tawi, masih kawasan kepulauan Sulu. Pendiri Abu Sayyaf 
ialah Abdurajak Abubakar Janjalani. Dia tewas dalam baku tembak dengan tentara Filipina 
pada Desember 1998. 
 
Kelompok ini kerap di kecam oleh berbagai negara terutama negara seperti Indonesia, 
Malaysia, Filipina, dan negara yang merupakan negara kepulauan atau archipelago state. 
Hal ini dikarenkan kegiatan mereka dapat membahayakan kapal dagang, kapal tanker, 
maupun kapal-kapal yang dimiliki oleh warga negara. Kelompok Abu Sayyaf membajak dua 
kapal Indonesia, yaitu kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Pembajakan ini 
terjadi saat kedua kapal tersebut berangkat dari Kalimantan menuju Filipina Selatan. Akibat 
dari pembajakan ini 10 awak kapal Anand 12 berkewarganegaraan Indonesia (WNI) 
disandera dan Abu Sayyaf meminta 50 juta peso atau jika dikonversikan emnjadi rupiah 
menjadi 14,2 milyar rupiah (BBC 2016). Kelompok Abu Sayyaf juga melakukan 
penyanderaan terhadap tokoh penting, misalnya pada Juli 2009, dimana staf Palang Merah 
Internasional dari Italia, Eugenio Vagni, disandera selama enam bulan. Vagni dilepas di 
Jolo, setelah ditebus US$10.000 atau sekitar Rp130 juta. Memang pada kenyataanya, 
sumber pendanaan kelompok Abu Sayyaf bersumber dari penyanderaan dan pembajakan di 
teritori laut terbukti dari banyaknya kasus penyanderaan anak buah kapal, turis, maupun 
tokoh penting dan perampasan sumber daya yang di angkut oleh kapal cargo. Jumlah uang 
tebusan yag di ajukan oleh kelompok Abu Sayyaf, baik kepada perusahaan, negara, maupun 
keluarga korban, terhitung sangat besar dan merugikan. Jika hal ini terjadi terus menerus, 
mereka tidak akan sanggup membayar uang tebusan dan justru menimbulkan keresahan 
dalam hal ekonomi.  
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Keempat, faktor geografi dari Laut China Selatan yang luas. Teritori yang luas merupakan 
sebuah keuntungan apalagi daerah tersebut dipenui dengan sumber daya yang dapat 
menopang kebutuhan suatu negara. Namun, teritori yang luas menjadi salah satu penyebab 
adanya pembajakan. Dengan adanya wilayah laut yang luas, maka tidak semua daerah dapat 
dijangkau terutama pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pulau dengan keadaan 
geografi yang dipenuhi dengan hutan dan selat-selat sempit menjadi peluang para perompak 
sebagai tempat persembunyian. Meskipun tidak termasuk ke dalam wilayah Laut China 
Selatan, Kawasan tersebut berdekatan dengan Laut Sulu dimana menjadi tempat utama Abu 
Sayyaf melancarkan akitivtas perompakannya. Hal ini memungkinkan kelompok tersebut 
untuk melakukan rotasi ke daerah yang lebih ramai akan kapal dagang. 
 
Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Maraknya Kasus Pembajakan 
 
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelago State) yang ada di Asia 
Tenggara dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Dari 
keadaan geografi nya dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat bergantung dengan laut 
terutama dalam hal ekonomi seperti eksport dan import. Pada tahun 2013 Indonesia telah 
melakukan aktivitas export melalui Laut China Selatan sebesar 146 juta dolar atau setara 
dengan 4% dari total aktivitas eksport yang melewati Kawasan tersebut. Sedangkan urusan 
import tercatat Indonesia menyumbangkan 163 juta dolar pada tahun 2013 atau setara 
dengan 5% total impor melalui jalur tersebut. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada 
84% aktivitasnya melalui kawasan Laut China Selatan (Chinapower 2016). Laut China 
Selatan sebagai jalur perdagangan laut memiliki peran penting dalam hal ekonomi bagi 
Indonesia. Oleh karena itu, sebagai upaya menjaga aktivitas perdagangan dan ekonomi 
negara, Indonesia perlu melakukan tindakan preventif untuk menekan angka kejadian 
perompakan. 
 
Dalam rangka wemujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat 
pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban 
Dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, 
damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya 
pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan 
strategis untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum undang-
undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
 
Upaya Indonesia menekan tindakan perompakan salah satunya adalah dengan menjalin 
kerja sama dengan negara dengan concern yang sama untuk memberantas kejahatan 
transnasional ini. Indonesia telah melakukan kerja sama keamanan maritim trilateral yang 
terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sebagai negara tri-border area, telah menjadi 
kewajiban untuk menjaga keamanan wilayah maritim yang didasarkan pada pasal 100 
UNCLOS (United Nation On The Law of the Sea) yang menyebutkan bahwa semua negara 
harus bekerja sama sepenuhnya dalam penindakan pembajakan di laut lepas di tempat 
lain manapun diluar yurisdiksi suatu negara. Bentuk kerja sama ketiga negara tersebut 
adalah dengan melakukan coordinated patrol yang melibatkan adanya kekuatan militer, 
dengan cara melibatkan angkatan laut dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Coordinated 
patrol dianggap model yang cocok untuk mengembangkan hubungan antar negara terkait 
tujuan keamanan laut dikarenakan model ini dapat memaksimalkan sumber daya yang ada 
melalui patroli udara, patroli laut, dan pertukaran informasi intelejen. Maritime Command 
Center (MCC) di Tawau menerima distress signal atau peringatan dari kapal yang lalu 
dilanjutkan ke dua MCC lainnya di Tarakan dan Bungao. Kedua MCC ini meneruskan 
informasi kepada Indomalphi Quick Reaction Team yang terdiri dari pesawat pengintai, 
helikopter, dan kapal dari tiga negara yang berfungsi sebagai mengawasi dan menyergap.  
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Secara mandiri Indonesia melakukan pencegahan pembajakan sesuai dengan yurisdiksi yang 
berlaku. Armada laut Indonesia juga masuk kedalam negara dengan kekuatan maritim 
terkuat yang berada di posisi 10, diatas Filipina dan Malaysia dengan total aset 24 kapal 
korvet (small warship), 10 kapal minesweeping (penyapu ranjau), 156 kapal patroli, 5 kapal 
selam, dan Tentara Nasional Angkatan Laut (globalfirepower.com). Terkait penanganan 
kasus pembajakan kapal dilakukan oleh beberapa agensi yang memiliki fokus pada 
kejahatan maritim.  
 
Terdapat empat lembaga yang bertanggung jawab mengamankan laut dari berbagai isu 
terutama pembajakan kapal berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Presiden yang 
berlaku di tahun 2009-2013 terutama UU No. 17 tahun 2008 Hukum Indonesia tentang 
Pelayaran dimana dalam peraturannya Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 
adalah regulator sedangkan agensi lain seperti Polisi Air dan TNI AL (dalam hal ini Armabar 
dan Bakamla) berada di bawah koordinasi KSOP dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2005 
tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Empat lembaga tersebut adalah 
Polisi Perairan dan Udara yang berada dibawah wewenang Polri (Kepolisian Republik 
Indonesia), KOARMABAR yang ditugaskan oleh TNI AL, Bakorkamla yang dibentuk oleh 
Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM), dan 
KPLP yang merupakan direktorat dibawah Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Bentuk 
pengamanannya berupa patroli yang melibatkan elemen yang ada di udara dan di laut. Polisi 
laut melakukan patroli di sekitaran pulau yang masuk kedalam yurisdiksi Indonesia dan 
polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan titik koordinat apabila ada kapal yang 
terlihat melakukan perampokan ataupun memasuki teritori laut Indonesia. Apabila 
ditemukan kejanggalan, polisi laut dan udara langsung memberikan sinyal kepada 
headquarter TNI AL. Setelah menerima distress signal, TNI AL berhak untuk melakukan 
penyidikan lebih lanjut mengenai kapal yang dianggap mencurigakan serta berhak untuk 
melakukan perampasan apabila ada barang yang termasuk kedalam benda terlarang yang 




 Setiap negara yang ada di Asia Tenggara, terlebih di seluruh dunia perlu menekankan 
keamanan maritim (maritime security) dari segala ancaman pembajakaan dikarenakan laut 
memiliki peran penting dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dengan 
terjaminnya keamanan di teritori laut maka seluruh aktivitas negara dapat berlangsung 
dengan lancar. Laut China Selatan sebagai pusat perdagangan jalur laut dunia memiliki 
segala potensi mulai dari sumber daya alam maupun posisinya yang strategis menjadi rentan 
akan menjadi wadah aktivitas kejahatan transnasional. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh 
perompak tradisional seperti nelayan mauapun dilakukan oleh kelompok kriminal yang 
kegiatannya telah dikoordinasi. Aksi ini menimbulkan kerugian material yang tentu 
memberatkan pihak-pihak seperti keluarga korban, perusahaan, maupun negara. Indonesia 
sebagai negara kepulauan yang sebagian besar aktivitas perdaganganya melalui laut perlu 
melakukan tindakan preventif dengan cara menjadikan TNI AL dan elemen lainnya untuk 
menjadi garda terdepan mencegah Indonesia dari aktivitas perompakan yang telah menjadi 
kewajiban TNI AL untuk menjaga daerah kedaulatan.  
 Namun dalam upaya pencegahannya, terdapat kelemahan yang kedepanna perlu 
dibanhi. Banyaknya lembaga yang mengatur tentang pengamanan laut ini memunculkan ego 
sektoral antar-lembaga yang merasa berwenang dalam usaha pengamanan laut malah 
mengakibatkan kurang efektifnya prosesi pengamanan di teritori Indonesia. Selain itu, 
Indonesia lebih menjadikan isu illegal fishing sebagai prioritas utama dibandingkan 
perompakan. Persepsi ini dapat muncuk dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang 
bekerja sebagai nelayan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk membenahi uu 
mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti aktivitas pembajak laut di 
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teritori Indonesia dan diharapkan Indonesia menjadikan perompakan sebagai fokus utama 
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